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Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk
Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia mel aksanakan kebijakan
open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan
keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya
duplikas data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah
Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan.
Pemerintah Provinsi DK Jakarta merupakan salah satu Provins yang sebelumnya pernah menerapkan
kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu
DataIndonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan
Pemerintah Provinsi DK Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisisimplikas tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data
Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and
strategy, legidlative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan
pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber
data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational
arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pel aksanaan open data, namun
belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur
kelembagaan tersebut berimplikas terhadap pel aksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah
Provins DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah
Provins DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public
support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananyafungsi pengawasan dan
lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data
Indonesiadi Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya
dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provins DK Jakarta dengan melakukan
sosialisas dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

...... The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including
Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to
increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the
implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data
owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy
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that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the
provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central
government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional
arrangements of open data, and the DK Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This
study aimsto analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data
Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data
institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative
foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also
use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach
with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature
studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangementsin the
form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and
awareness play crucia role in the implementation of open data. However, not al institutional elements
function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One
Data Indonesia policy implementation at the DK Jakarta Provincial Government. The implications caused
by the open data institutional arrangements make the DK Jakarta Provincial Government need to improve
the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the
lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have
hampered the implementation of Indonesias One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and
awareness, low public support and awareness need to be increased by the DK Jakarta Provincial
Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations.



